WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang :

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
S8);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran



10.

11

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor );

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 74);



Menetapkan : PERATURAN

MEMUTUSKAN :

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

PENDAPATAN

WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DAN BELANJA

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

a Pendapatan :

1 Pendapatan

Asli

Daerah
2 Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

b Belanja :

Rp
Rp

Rp

657.049.376.703,22
871.360.226.464,00

130.867.538.649,44

1 Belanja Tidak Langsung :

a)
b)
c)
d)

e)

)

h)

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan
Sosial

Belanja Bagi
Hasil kepada Kota
dan
Pemerintahan
Desa

Belanja Bantuan
Keuangan  kpd
Provinsi/Kabupa
ten/Kota dan
Pemerintahan
Desa, Partai
Politik

Belanja Tidak
Terduga

2 Belanja Langsung :

a)
b)

c)

Belanja Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus /(Defisit)

¢ Pembiayaan :

Rp 534.485.736.910,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp  57.686.171.498,00
Rp 1.384.850.000,00
Rp 0,00
Rp 1.241.353.418,00
Rp 248.448.506,00
Rp 167.895.327.433,88
Rp 427.664.724.387,69
Rp 294.314.086.972,60

+

Rp 1.659.277.141.816,66

Rp

+

Rp

595.046.560.332,00

889.874.138.794,17

Rp

Rp

1.484.920.699.126,17

174.356.442.690,49



1 Penerimaan Rp 117.654.486.141,87
2 Pengeluaran Rp 37.907.006.278,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 79.747.479.863,87

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp  254.103.922.554,36

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 51



